BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang~Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan te-
ggs, bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara
bérdasar atas hukum ( rechtstaat ); bukan berdasarkan

atas kekuasaan ( machtstaat ) belaka., Hal ihi berarti
Republik Indonesia adalah negara yang demokratis yang
berdasarakan Pancasila dan Undang=-Undang dasar 1945
yang menjunjung tinggi hukum dan setiap warga negara
bersamaan ke&udukannya di dalam hukum., Pemerintah de=-
ngan segenap lembaga-lembaganya mengemban tugas negara
dengan menjunjung tinggi~ hukum yang berlaku demi  te-
gaknya hukum dan tercapainya cita-cita bangsa yaitu

masyarakat yang adil dana makmur.

Untuk tercapainya keadilan, harus ada keserasian
kebebasan dan ketertiban, sehingga tidak timbul kese -
wenang-wenangan. Di dalam membatasi kebebasan, maka di-

susunlah aturan yang mengatur kebebasan dan ketertiban

yaitu hukum. Salah satu hukum yang mengatur kehidupan

masyarakat Indonesia adalah Hukum Acara Pidana.

Untuk memenuhi tuntutan keadilan yang seiring
dengan kemajuan pembanguman disegala bidang, maka sejak
diunflangkannya Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang
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Untuk kepentingan pembuktian inilah, maka keha-
dliran benda~bendd yang tersangkut dalam suatu tindak
pidana sangat diperlukan. Benda-benda tersebut dinama-

kan barang bukti.

Suatu perkara yang ada barang buktinya, biasa -
nya akan dapat mempercepat proses penyelesaiannya dari
pada perkara lain yang tidak ada barang bukti. Sebad
dengan adanya barang bukti yang diajukan di muka ha-
kim, dapat menambah keyskinan hakim tentang kesalah-
an terdekwa dan dapat pula dipakai sebagai unsur
memperberat atau memperingan hukuman yang dijatuhkan.
Oleh karena itu, sedapat mungkin penyidik harus menyi-
ta barang~barang bukti tersebut.

Pasal 38 KUHAP menyatakan, bahwa yang berwenang
melakukan penyitaan adalah pejabat yang ditunjuk,yaitu
penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri
setempat, untuk kemudian benda sitaan itu disimpan da-
lam rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN ),

Demikian ketehtuan pasal diatas.

0 Kewenagan dan tanggung jawab penyidik atas
benda sitaan yang menjadi masalah utama, adalah me=-

ngenai hubungan hukum antara penyelidik dengan  benda

sitaan.

M. YahyaHarahap méngatakan, bahwa mengenai ke-
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wenangan dan tanggung Jawab penyelidik atas benda
sitaan tersebut di atas, kurang mendapat perhatian da~
lam wundang-undang, malahan undang-undang tidak me=-
nyinggung masalah peralihan tanggung jawab penyelidik
atas benda sitaan, ( M. Yahya Harahap, 1988 : 322 )

| Kaitannya dengan upaya pengelolaan benda sita =
an, pasal 44 ayat 2 KUHAP mengandung maksud, bahwa
barang yang dijadikan bukti untuk kepentingan persida-
ngan tidak dibenarkan untuk dipakai oleh siapapun,se-
belum memperoleh putusan hakim. Hal ini karena akan
dapay membuat suatu perkara menjadi kabur atau ti-
dak Jelas, apabila barang tersebut rusak /  hilang

sebagaian atau seluruhnya oleh si pemakai,

Penyimpanan benda sitaan, baik di Kepolisian a-
taupun di Kejaksaan sudah diatur dengan sedemikian
rupa; dan hal ini sangat bergantung pada proses serta
prosedur penyelesaian barang bukti itu. Kemungkinan ;

harus dirampas atau kemiingkinan harus dimusnahkan.

Penyimpanan benda sitaan ini, secara umum da=-
pat diketahui bahwa hal ini merupakan pelimpahan
wewenang dan tanggung Jjawab pemerintah kepada aparat
yaitu Penyidik. Berkaitan dengan perintah menjaga ama

nat ini, Allah swt telah menegaskan dalam suatu fir -

man-Nya
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Py .
e 25 Lo\ s 55 o) S avt o -
Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampai-
kan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
( menyuruh kamu ) apabila menetapkan hukum di an—

tara manusia  supaya kamu menetapkan dengan adill
( AL Qur'an , £ : 58

Identifikasi Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang masalah
di atas, dapat diketahui masalah pokok yang dipela -
jari adalah pengelolaan bendé - yang disita sebagai
barang bukti yang berkaitan dengan kewaJjiban dan
tanggung jawab pényidik yang harus menjaganya, kemu-
dian dikaji dari segi hukum Islam. Dengan kata lain
bagaimana pemeliharaan benda sitaan yang diatur

ddalam KUHAP Jjika ditinjau dari segi hukum Islam.

Pembatasan Masalah

Masalah pemgelolaan benda sitaan ditinjau dari
segi hukum Islam, masih bersifat umum dan mencakup

banyak segi. Karenanya agar pembahasannya lebih menga

rah dan tidak terlalu luas, maka perlu diberikan ba-

tasan masalah.

Rincian masalah pokok yang perlu dikemukakan ,

di antaranya :



- status benda sitaan menurut KUHAP 3
-~ barang yang disiba dan macam-macamnya ;
- pemeliharaan serta prosedurnya menurut KUHAP ;
~ dan pengelolaan serta pemanfaatan benda sitaan

sebagai barang bukti.

D. Perumusan Masalah

Berpijak dari pengungkapan latar belakang tei-
sgsebut di atas, maka penulis rumuskan masalahnya se-
bagai berikut :

a. Bagaimanakah status benda sitaan sebagai ba=-
fang bukti menurut KUHAP ?

b. Bagaimana pengelolaan dan penggunaan benda si-
taan sebagai barang bukti menurutn KUHAP ?

c. Bagaimana kajian hukum Islam tentang kedua

masalah di atas ?

E, Tujuan Studi

Dengan adanya rumusan masalah tersebut, maka

kajian hukum Islam ini bertujuan :

a. Ingin mengetahui status benda sitaan sebagai
barang bukti menurutn KUHAP,

b. Ingin mengagahui pengelolaan dan penggunaan ben

da sitaan sebagai barang bukti menurut KUHAP,

c. Ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam



terhadap kedua masclah tersebut di atas.

F. Methodologi

1. Tebhnik Pengumpulan Data

2.

Kajian skripsi ini bersifat literer. Karena=-

nya di sini dipsrgunakan studi kepustakaan sebagai
tehnik pengumpulah data. Adapun yang dimaksugkan de
ngan studi kepustakaan yaitu mempelajari dan mene-
laah buku-buku atau kiteb-kitab yang berkaitan ma-~
salah yang dibahas, untuk kemudian digunakan bahan

kajian.

Data yang Dihimpun

Adapun data-data yang dihimpun untuk penyu -
sunan skripsi ini antara lain :

a. Mengenai masalah penyitaan; siapa yang berwenang
melakukan penyitaan, benda yang dapat disita ’
masalah pembuktian, fungsi barang bukti dalam
masalah pidana; status barang bukti, penyelesai-
an barang bukti setelah mendapat putusan dan
pengelolaan serta penggunaan benda bukti yang
disita setelah mendapat putusan.

b. Mengenai kajian hukum Islam tentang :

1) Status benda sitaan j
2) pengelolaan benda sitaan ;

3) pemanfaatan benda sitaan .



3¢ Sumber data

Sumber data yang dikumpulkan untuk pembahasan
Skripsi ini diperoleh dari H

a. Buku~bu }ang membahag langsung mengenai magalah
penyitaan, atau pembuktian dan cara pengelolaan

benda sitaan, Buku tersebut antara lain :

- Barang bukti dalam proses pidana, oleh Ratna Nurul
Afiyah, SH,

- Hukum acara pidana ( Prosedur penyelesaian perkara
pidana bagi penegak hukum ), oleh R, Sussilo.

- Alat bukti dan kekuatan pembuktian, oleh Djoko -~

Prakoso, SH,

- Kitab Undang-undang hukum acara pidana,
- Dasar-dasar hukum acara pidaha, oleh S. Tanu Subm
to, SH. ‘
b, Kitab-kitab antara lain

- Shoheh Bukhory, oleh Imam Bukhory.
Jamiush Shohir, oleh Jalaluddin Abdurrahman As Sa
yuthi.

- Al Qodloul Fil Islam, oleh Bahammad Salam Madkurn,

4, Tehnik analisa data

Untuk memperoleh hasil penelaahan yang  cermat .

den baik, maka diperlukan beberfpa tehhik analisa



diantarahya H

8o

b,

Methdde Induktif, Yaitu berangkat dari fakta fakta-
yang khusus, perisbtiwva-peristiwa yang kongkrit, ke
mudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa =
yang kongkrit khiisue itu ditarik generalisasi-gena-
ralisesi yang mempunyal sifat umum, ( Sutrisno Hadi,
1986 s 42 )

Methode komperatif; yaitu mengelola dengan cara
membandingkan antara satu dengan gang lain untuk =
Benviesdiiian antara satu dengen yang lain  untuk
memperoleh persamaan atau perbedaan agar lebih Jje-

las permasalahannya,




